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1. PENDAHULUAN

Abstract

This study aims to analyze the mapping of ethics and regulatory compliance
among television and radio broadcasting institutions in Indonesia during the post-
Analog Switch Off (ASO) digital multi-channel era. Amidst hyper-competition and
the pressure of the attention economy, broadcasting companies often perform
calculated risks that neglect the Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran (P3SPS). Utilizing a descriptive qualitative approach with a case
study design, this research examines official administrative sanction documents
and circular letters issued by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Pusat
from 2025 to the first quarter of 2026. The results reveal three major systemic
typologies of violations: first, a failure in internal corporate gatekeeping,
evidenced by the mass violation of cigarette advertising regulations across 9 major
TV stations ; second, a degradation of journalistic ethics in afternoon news slots
characterized by trauma commodification and sensationalism ; and third, the
exploitation of adult-oriented borderline content disguised under teenage (R) age
classifications. Concurrently, KPI Pusat continues to optimize its preventive
functions through religious and cultural circular letters, which achieved a 100%
compliance rate. The study concludes that while KPI Pusat operates optimally
within its regulatory framework, broadcasting institutions must reinforce their
automated internal screening systems and implement strict internal key
performance indicator adjustments to mitigate ongoing operational and
economic risks.

Dunia penyiaran kontemporer di Indonesia sedang mengalami fase transformasi

paling radikal dalam

sejarahnya. Momentum perpindahan dari teknologi analog ke

digital, atau yang dikenal dengan Analog Switch Off (ASO), telah secara resmi mengubah
arsitektur industri televisi dan radio nasional (Kurnia, 2023). Digitalisasi penyiaran tidak
hanya menawarkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio melalui sistem
multiplexing, tetapi juga menghasilkan kualitas audio-visual yang jauh lebih jernih serta
diversifikasi konten yang luar biasa masif. Era ini menandai berakhirnya era kelangkaan
saluran (channel scarcity) dan dimulainya era kelimpahan saluran (channel abundance),
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di mana ratusan stasiun televisi baru—baik lokal maupun nasional—dapat mengudara
dengan biaya infrastruktur yang jauh lebih efisien (Putra & Setiawan, 2024).

Namun, transformasi teknologi ini membawa dampak ekologis yang kompleks bagi
ekosistem media. Berdasarkan teori ekologi media, perubahan medium komunikasi
secara inheren akan mengubah perilaku institusi media, produser konten, dan khalayak
konsumen (Straubhaar et al, 2024). Di satu sisi, digitalisasi membuka ruang bagi
demokratisasi informasi dan konten-konten pemenuh kebutuhan minoritas (niche
market). Di sisi lain, kehadiran multitafsir saluran baru ini memicu hiper-kompetisi
antarlembaga penyiaran. Industri televisi dan radio konvensional kini tidak hanya
bertarung berebut kue iklan dengan sesama media penyiaran digital, melainkan juga
harus menghadapi tekanan eksistensial dari platform Over-The-Top (OTT) seperti
Netflix, YouTube, dan media sosial (Siregar, 2024). Kondisi ini memaksa lembaga
penyiaran konvensional untuk memikirkan kembali strategi bertahannya, yang
sayangnya sering kali mengorbankan aspek kualitas demi mengejar metrik rating dan
share.

Tekanan ekonomi akibat hiper-kompetisi di era digital memicu terjadinya
komodifikasi konten secara agresif. Lembaga penyiaran kerap kali terjebak dalam
pusaran jurnalisme sensasional dan pemrograman hiburan yang eksploitatif demi
mempertahankan atensi publik yang kian terfragmentasi (Budiman, 2024). Fenomena ini
melahirkan apa yang disebut oleh para pakar komunikasi sebagai "ekonomi perhatian”
(attention economy), di mana sensasi, konflik, dan dramatisasi visual dieksploitasi
melampaui batas-batas kepatutan moral dan etika publik. Batasan antara ruang privat
dan ruang publik menjadi kabur ketika program-program infotainment atau reality show
digital mengeksploitasi wilayah domestik individu demi mendongkrak popularitas siaran
(Wibowo, 2025).

Dalam konteks radio, digitalisasi melalui visual radio atau konvergensi ke dalam
bentuk podcast siaran juga memunculkan persoalan etika baru. Penggunaan bahasa yang
vulgar, candaan yang mengarah pada perundungan atau pelecehan, serta penyebaran
informasi tanpa verifikasi (hoax) sering ditemukan pada program siaran radio yang
berusaha tampil "kekinian" demi menggaet pendengar generasi muda (Prastowo &
Haryanto, 2025). Pelanggaran-pelanggaran etika ini menunjukkan adanya gejala
penurunan kepatuhan moral demi keuntungan pragmatis-finansial. Industri penyiaran
digital rentan mengabaikan fungsi hakikinya sebagai media edukasi, informasi yang
sehat, kontrol sosial, dan perekat perekat kultural bangsa sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Indikator nyata dari degradasi kualitas isi siaran ini tercermin secara empiris dalam
laporan pengawasan dan pemberian sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.
Sebagai lembaga negara independen yang berfungsi mewakili kepentingan publik dalam
hal penyiaran, KPI Pusat terus melakukan pemantauan intensif terhadap ratusan saluran
televisi digital dan radio yang mengudara setiap harinya. Berdasarkan data evaluasi
tahunan KPI Pusat, grafik pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan
Standar Program Siaran (P3SPS) masih menunjukkan angka yang memprihatinkan,
dengan modus pelanggaran yang semakin bervariasi di era digital (KPI Pusat, 2025).

Data Empiris KPI Pusat (2024-2025): Laporan KPI Pusat mengungkapkan bahwa
bentuk pelanggaran tertinggi didominasi oleh isu perlindungan anak dan remaja,
disusul oleh pelanggaran terkait penghormatan terhadap hak privasi, serta klasifikasi
program siaran. Maraknya tayangan yang memuat unsur kekerasan terselubung,
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perundungan verbal, dan visualisasi sensualitas dalam balutan program komedi atau
sinetron menjadi catatan merah yang berulang (KPI Pusat, 2025).

Selain itu, tantangan kepatuhan regulasi di era digital semakin diperumit oleh
fenomena iklan niaga ilegal dan penyesatan publik, seperti iklan pengobatan alternatif
yang tidak ilmiah serta iklan perjudian terselubung yang memanfaatkan kelengahan
pengawasan siaran lokal (Suryawati, 2023). Data KPI Pusat juga menggarisbawahi
adanya asimetri kepatuhan antara lembaga penyiaran induk jaringan di Jakarta dengan
lembaga penyiaran lokal di daerah (Sistem Stasiun Jaringan/SS]). Banyak lembaga
penyiaran lokal digital yang belum memiliki sistem sensor internal (quality control) yang
memadai, sehingga rentan meloloskan konten-konten yang tidak layak siar menurut
standar P3SPS (Arifin & Zahra, 2026).

Permasalahan penyiaran digital di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adanya
regulatory gap (kesenjangan regulasi) yang cukup lebar. Regulasi payung utama, yaitu UU
No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, lahir dalam lanskap media analog dan belum
sepenuhnya direvisi secara komprehensif untuk merespons realitas konvergensi media
saat ini (Hasan, 2025). Akibatnya, terjadi wilayah abu-abu (gray area) dalam penegakan
hukum. Sebagai contoh, KPI Pusat memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi dan
menjatuhkan sanksi terhadap konten televisi digital terestrial (FTA) dan radio
konvensional, namun tidak memiliki yurisdiksi hukum untuk menindak konten siaran
serupa yang didistribusikan melalui platform streaming internet atau media sosial
(Nugroho, 2024).

Kondisi asimetri regulatif ini memicu kecemburuan industri. Pelaku industri televisi
dan radio nasional merasa "diikat erat" oleh aturan P3SPS KPI yang sangat ketat,
sementara kompetitor mereka di ranah digital (OTT dan konten kreator internet) dapat
memproduksi konten bebas tanpa sensor ketat (Ramadhan, 2024). Dampak psikologis-
ekonomis dari kesenjangan regulasi ini mendorong beberapa lembaga penyiaran
konvensional untuk "bermain di batas garis pelanggaran" demi bisa berkompetisi
memperebutkan perhatian penonton. Ketidakmampuan regulasi lama dalam
menjangkau dinamika konvergensi ini membuat kajian mendalam mengenai kepatuhan
dan penegakan etika berdasarkan data riil KPI Pusat menjadi sangat mendesak untuk
dilakukan.

Studi mengenai dampak digitalisasi penyiaran di Indonesia sebenarnya telah banyak
dilakukan oleh para akademisi. Sebagai contoh, penelitian oleh Setiawan (2023) berfokus
pada kesiapan teknis dan infrastruktur lembaga penyiaran dalam menghadapi kebijakan
Analog Switch Off. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Pratama dan Wijaya (2024)
meneliti tentang pergeseran pola konsumsi media dari televisi konvensional ke platform
digital pada generasi Z. Namun demikian, mayoritas penelitian terdahulu cenderung
terjebak pada pembahasan aspek teknologis, ekonomi politik media, atau analisis resepsi
khalayak secara umum.

Masih sangat terbatas penelitian yang secara spesifik melakukan post-audit atau
evaluasi mendalam terhadap aspek etika penyiaran dan kepatuhan regulasi yang
berbasis pada data kuantitatif maupun kualitatif pelanggaran resmi dari KPI Pusat pasca-
implementasi penuh penyiaran digital (2025-2026). Kebanyakan literatur yang
membahas P3SPS masih menggunakan studi kasus sebelum era ASO. Oleh karena itu,
terdapat research gap yang nyata mengenai bagaimana peta kepatuhan hukum lembaga
penyiaran di era multi-channel saat ini, serta bagaimana efektivitas fungsi pengawasan
KPI Pusat di tengah keterbatasan regulasi undang-undang yang usang.
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Guna mengisi kekosongan akademik tersebut, penelitian berjudul "Penyiaran
Televisi dan Radio di Era Digital: Analisis Etika dan Kepatuhan Regulasi
Berdasarkan Data KPI Pusat” ini penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Kebaruan
(novelty) dari penelitian ini terletak pada integrasi analisis data sanksi dan pelanggaran
objektif dari KPI Pusat periode terbaru dengan teori etika komunikasi massa di era
konvergensi. Penelitian ini tidak hanya memetakan jenis-jenis pelanggaran yang
dominan, tetapi juga menguraikan faktor internal (tekanan ekonomi, sistem sensor
internal) dan faktor eksternal (kesenjangan regulasi, perilaku khalayak) yang
memengaruhi tingkat kepatuhan lembaga penyiaran.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.
Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam, holistik,
dan kontekstual mengenai fenomena pelanggaran etika dan kepatuhan regulasi oleh
lembaga penyiaran, bukan sekadar menghitung angka atau frekuensi pelanggaran
(Creswell & Poth, 2024).

Desain penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus (Case Study). Studi kasus
merupakan eksplorasi mendalam terhadap "sistem terikat” (bounded system) melalui
pengumpulan data yang rinci dan mendalam dari berbagai sumber informasi (Yin, 2024).
Dalam riset ini, kasus yang diangkat adalah kasus-kasus sanksi pelanggaran orisinal yang
dipublikasikan pada direktori sanksi website resmi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Pusat selama kurun waktu tahun 2025 hingga 2026. Desain ini digunakan untuk
membedah bagaimana (how) pelanggaran etika tersebut terjadi di era penyiaran digital
dan mengapa (why) lembaga penyiaran cenderung mengulangi tren pelanggaran yang
sama.

Data utama diperoleh langsung melalui teknik dokumentasi digital pada website
resmi KPI Pusat (www.kpi.go.id). Data ini berupa naskah digital Surat Keputusan (SK)
Sanksi Administratif yang dikeluarkan oleh KPI Pusat sepanjang tahun 2025-2026. Di
dalam naskah tersebut terdapat rincian nama program, stasiun TV/Radio, deskripsi
pelanggaran, hari/jam tayang, serta dasar pasal P3SPS yang dilanggar (KPI Pusat, 2025;
2026).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data ini merupakan analisis makro dan mikro terhadap lansekap penyiaran
Indonesia berdasarkan data sanksi, teguran, penghentian sementara, dan surat edaran
yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Data mencakup periode
intensif sepanjang tahun 2025 hingga kuartal pertama tahun 2026.

Imbauan Tidak Bersiaran Pada Hari Raya Nyepi 2026 di Provinsi | 17 Mar 2026
Bali

Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Rakyat Bersuara” iNews | 16 Mar 2026
TV

Teguran Tertulis untuk Program Siaran "Just For Laughs GAGS” | 27 Jan 2026
Kompas TV



https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/38118-imbauan-tidak-bersiaran-pada-hari-raya-nyepi-2026-di-provinsi-bali
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/38118-imbauan-tidak-bersiaran-pada-hari-raya-nyepi-2026-di-provinsi-bali
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/38136-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-rakyat-bersuara-inews-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/38136-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-rakyat-bersuara-inews-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/38074-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-just-for-laughs-gags-kompas-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/38074-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-just-for-laughs-gags-kompas-tv
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Teguran Tertulis untuk Program Siaran “D’ACADEMY 7” Indosiar 27 Nov 2025
Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Marimar” MDTV 26 Nov 2025
Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Ipar Adalah Maut The | 20 Nov 2025
Series” MDTV

Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Rumahnya Anak: | 16 Okt 2025
Selamatkan Geng Pengembaraan Upin Ipin” MNCTV

Penghentian Sementara Program Siaran “Xpose Uncensored” | 14 Okt 2025
Trans7

Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Marimar” MDTV 30 Sep 2025
Teguran Tertulis untuk Program Siaran klan Rokok “PT Gudang | 26 Agu 2025
Garam Tbk” Jawapos TV

Teguran Tertulis untuk Program Siaran klan Rokok “PT Gudang | 26 Agu 2025
Garam Tbk” Indosiar

Teguran Tertulis untuk Program Siaran Iklan Rokok “PT Gudang | 26 Agu 2025
Garam Tbk” BN Channel

Teguran Tertulis untuk Program Siaran Iklan Rokok “PT Gudang | 26 Agu 2025
Garam Tbk” Kompas TV

Teguran Tertulis untuk Program Siaran klan Rokok “PT Gudang | 26 Agu 2025
Garam Tbk” Metro TV

Teguran Tertulis untuk Program Siaran Iklan Rokok “PT Gudang | 26 Agu 2025
Garam Tbk” SCTV

Teguran Tertulis untuk Program Siaran Iklan Rokok “PT Gudang | 26 Agu 2025
Garam Tbk” Trans TV

Teguran Tertulis untuk Program Siaran Iklan Rokok “PT Gudang | 26 Agu 2025
Garam Tbk” Trans7

Teguran Tertulis untuk Program Siaran Iklan Rokok “PT Gudang | 26 Agu 2025
Garam Tbk" tvOne

Teguran Tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik “ntv toplines” | 23 Jul 2025

Nusantara TV



https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/38011-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-d-academy-7-indosiar
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37988-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-marimar-mdtv-2
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37980-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-ipar-adalah-maut-the-series-mdtv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37980-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-ipar-adalah-maut-the-series-mdtv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37949-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-rumahnya-anak-selamatkan-geng-pengembaraan-upin-ipin-mnctv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37949-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-rumahnya-anak-selamatkan-geng-pengembaraan-upin-ipin-mnctv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37945-penghentian-sementara-program-siaran-xpose-uncensored-trans7
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37945-penghentian-sementara-program-siaran-xpose-uncensored-trans7
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37907-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-marimar-mdtv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37859-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-klan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-jawapos-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37859-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-klan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-jawapos-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37858-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-klan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-indosiar
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37858-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-klan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-indosiar
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37857-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-iklan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-bn-channel
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37857-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-iklan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-bn-channel
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37856-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-iklan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-kompas-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37856-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-iklan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-kompas-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37855-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-klan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-metro-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37855-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-klan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-metro-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37854-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-iklan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-sctv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37854-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-iklan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-sctv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37853-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-iklan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-trans-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37853-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-iklan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-trans-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37852-teguran-untuk-program-siaran-iklan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-trans7
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37852-teguran-untuk-program-siaran-iklan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-trans7
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37851-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-iklan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-tvone
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37851-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-iklan-rokok-pt-gudang-garam-tbk-tvone
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37805-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-ntv-toplines-nusantara-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37805-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-ntv-toplines-nusantara-tv
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Teguran Tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik “CNN Indonesia: | 16 Jul 2025
Lacak Kriminal” CNN Indonesia

Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Mega Bollywood: Dilwale” | 08 Jul 2025
ANTV

Teguran Tertulis untuk Program Iklan “Pil KB Andalan” MNC | 08 Jul 2025
Trijaya FM

Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Because Of You” Republika | 24 Jun 2025
TV

Teguran Tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik “Berita Satu | 24 Jun 2025
Siang” BTV

Teguran Tertulis untuk Program Jurnalistik “Berita Satu Malam” | 24 Jun 2025
BTV

Teguran Tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik “CNN Indonesia: | 17 Jun 2025
Newsroom” CNN Indonesia

Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Wakanda” Gen FM 10 Jun 2025
Teguran Tertulis untuk Program Siaran “New Sensasi Hot” MDTV | 29 Apr 2025
Teguran Tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik “Laporan 8 | 29 Apr 2025
Malam” Garuda TV

Teguran Tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik “Lintas iNews | 26 Mar 2025
Siang” MNC TV

Teguran Tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik “iNews Siang” | 26 Mar 2025
iNews TV

Teguran Tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik “iNews Today” | 26 Mar 2025
iNews TV

Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Go Spot” RCTI 26 Mar 2025
Imbauan Edaran Hari Nyepi Tahun 2025 18 Mar 2025
Teguran Tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik “ntvtoday” | 13 Mar 2025
Nusantara TV

Edaran KPI Terkait Pelaksanaan Siaran Pada Bulan Ramadan 2025 | 25 Feb 2025
Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Music Trending” Garuda | 18 Feb 2025

TV



https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37798-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-cnn-indonesia-lacak-kriminal-cnn-indonesia
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37798-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-cnn-indonesia-lacak-kriminal-cnn-indonesia
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37787-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-mega-bollywood-dilwale-antv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37787-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-mega-bollywood-dilwale-antv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37795-teguran-tertulis-untuk-program-iklan-pil-kb-andalan-mnc-trijaya-fm
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37795-teguran-tertulis-untuk-program-iklan-pil-kb-andalan-mnc-trijaya-fm
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37769-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-because-of-you-republika-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37769-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-because-of-you-republika-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37768-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-berita-satu-siang-btv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37768-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-berita-satu-siang-btv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37767-teguran-tertulis-untuk-program-jurnalistik-berita-satu-malam-btv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37767-teguran-tertulis-untuk-program-jurnalistik-berita-satu-malam-btv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37760-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-cnn-indonesia-newsroom-cnn-indonesia
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37760-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-cnn-indonesia-newsroom-cnn-indonesia
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37759-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-wakanda-gen-fm
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37709-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-new-sensasi-hot-mdtv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37711-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-laporan-8-malam-garuda-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37711-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-laporan-8-malam-garuda-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37697-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-lintas-inews-siang-mnc-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37697-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-lintas-inews-siang-mnc-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37696-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-inews-siang-inews-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37696-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-inews-siang-inews-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37695-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-inews-today-inews-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37695-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-inews-today-inews-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37694-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-go-spot-rcti-2
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37678-imbauan-edaran-hari-nyepi-tahun-2025
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37681-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-ntvtoday-nusantara-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37681-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-ntvtoday-nusantara-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37656-edaran-kpi-terkait-pelaksanaan-siaran-pada-bulan-ramadan-2025
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37660-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-music-trending-garuda-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37660-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-music-trending-garuda-tv
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Teguran Tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik “Kriminal +62” | 18 Feb 2025
Garuda TV

Table 1 : Edaran dan Sanki KPI
Sumber : https://www.kpi.go.id

Melalui data tersebut, kita dapat memetakan kesehatan industri penyiaran nasional ke
dalam beberapa aspek vital: efektivitas self-censorship korporasi, kepatuhan etika
jurnalistik, perlindungan konsumen anak, serta kerentanan industri terhadap tekanan
komersial.

A. Anatomi Pelanggaran Komersial: Kasus Pelanggaran Sistemik Iklan Rokok
Peristiwa tanggal 26 Agustus 2025 harus dicatat sebagai salah satu
kegagalan kepatuhan regulasi paling sistemik dalam sejarah penyiaran modern

Indonesia. Penjatuhan sanksi Teguran Tertulis secara serentak kepada 9 (sembilan)

stasiun televisi lintas grup media (Indosiar, Kompas TV, Metro TV, SCTV, Trans TV,

Trans7, tvOne, BN Channel, dan Jawapos TV) atas penayangan lklan Rokok "PT

Gudang Garam Tbk" mengindikasikan adanya patologi struktural:

- Kegagalan Sistemik Gatekeeping: lklan komersial dari korporasi besar
biasanya didistribusikan melalui agensi periklanan sentral. Kenyataan bahwa 9
stasiun TV meloloskan materi iklan tersebut membuktikan bahwa tim Quality
Control (QC) dan hukum di hampir seluruh newsroom utama Indonesia gagal
mendeteksi ketidaksesuaian materi dengan batasan ketat P3SPS (Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).

- Apropriasi Jam Tayang vs Etika Perlindungan Anak: Berdasarkan regulasi,
iklan rokok hanya legal disiarkan antara pukul 21.30 hingga 05.00 waktu
setempat. Pelanggaran massal ini mengindikasikan adanya dua kemungkinan:
kesalahan teknis pada sistem traffic siaran otomatis, atau bentuk pengabaian
sengaja demi menyerap kuota anggaran belanja iklan (ad-spend) berbobot besar,
meskipun harus menanggung risiko sanksi administratif minor.

B. Degradasi Etika Jurnalistik dan Eksploitasi Berita Kriminal
Sektor jurnalistik, yang seharusnya menjadi pilar informasi tepercaya,
menyumbang angka pelanggaran yang sangat konsisten sepanjang tahun 2025. Dari
iNews TV (iNews Siang, iNews Today), Garuda TV (Kriminal +62, Laporan 8 Malam),

Nusantara TV (ntvtoday, ntv toplines), BTV (Berita Satu Siang, Berita Satu Malam),

hingga CNN Indonesia (CNN Indonesia: Newsroom, Lacak Kriminal).

Terdapat benang merah metodologis dalam pelanggaran program jurnalistik

TV saat ini:

1. Komodifikasi Trauma & Pelanggaran Privasi: Program seperti Lacak Kriminal dan
Kriminal +62 XKkerap terjebak pada visualisasi detail kekerasan atau luput
menyamarkan identitas korban dan keluarga korban kejahatan seksual/anak. Hal ini


https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37659-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-kriminal-62-garuda-tv
https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37659-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-kriminal-62-garuda-tv
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melanggar asas fundamental jurnalisme empati yang diamanatkan dalam Standar
Program Siaran (SPS).

2. Sensasionalisme Berita Siang: Mayoritas pelanggaran terjadi pada slot berita siang
(iNews Siang, Berita Satu Siang, Lintas iNews Siang). Pada jam tayang ini, audiens
domestik (termasuk anak-anak yang pulang sekolah) berada pada posisi rentan,
namun stasiun TV sering kali menyajikan berita kriminalitas keras tanpa sensor
visual yang memadai demi mengejar impresi pemirsa.

C. Fenomena MDTV: Batasan Etika Serial Drama dan Efek Batas (Borderline
Content)
Lembaga penyiaran MDTV tercatat menerima sanksi beruntun yang
mengkhawatirkan pada paruh kedua tahun 2025:
1. 30 September 2025: Teguran Tertulis | untuk Program Siaran "Marimar".

2. 20 November 2025: Teguran Tertulis untuk Program Siaran "Ipar Adalah Maut
The Series".

3. 26 November 2025: Teguran Tertulis Il untuk Program Siaran "Marimar".

Kasus ini menunjukkan adanya strategi industrial yang mengkhawatirkan:
Eksploitasi Konten Klasifikasi Remaja (R). Sinetron atau serial seperti Ipar Adalah
Maut The Series sengaja mempertahankan klasifikasi R (13 tahun ke atas) agar
menjangkau pasar pemirsa yang lebih luas, namun secara visual dan naratif
menyisipkan konten bermuatan sensualitas implisit, konflik perselingkuhan dewasa,
dan gestur seksual yang seharusnya masuk dalam klasifikasi D (Dewasa/18+).
Teguran berulang dalam rentang waktu kurang dari dua bulan pada program
Marimar membuktikan bahwa sanksi teguran tertulis pertama dianggap tidak
memiliki efek jera ekonomi yang cukup kuat bagi manajemen MDTV.

D. Studi Kasus Tindakan Tegas: Penghentian Sementara "Xpose Uncensored"

Trans7

Pada 14 Oktober 2025, KPI Pusat menjatuhkan sanksi Penghentian
Sementara kepada program Xpose Uncensored di Trans7. Ini adalah bentuk sanksi
berat sekunder sebelum masuk ke tahap pencabutan izin siar.

- Berbeda dengan drama fiksi, program bergenre infotainment atau reality-expose
seperti Xpose Uncensored dinilai secara sengaja menerobos batas norma
kesopanan dan kesusilaan publik secara verbal maupun visual. Kata "Uncensored”
pada judul program itu sendiri mengindikasikan adanya resistensi terhadap
regulasi penyaringan konten nasional.

- Sanksi penghentian sementara memberikan kerugian finansial yang signifikan
bagi Trans7 berupa hilangnya pendapatan iklan pada slot tayang tersebut,
sekaligus merusak reputasi korporasi di mata advertiser institusional yang
memprioritaskan keamanan merek (brand safety).

8
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E. Analisis Komparatif Regulasi Media Radio vs Televisi
Data menunjukkan pelanggaran tidak hanya terjadi pada media visual (TV),
tetapi juga menyasar media audio (Radio):
1. 10]Juni2025: Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Wakanda” di Gen FM.

2. 08 Jul 2025: Teguran Tertulis untuk Program Iklan “Pil KB Andalan” di MNC
Trijaya FM.

Pelanggaran pada radio umumnya bertumpu pada etika verbal
(perbincangan penyiar yang menjurus ke arah pornografi atau lelucon
seksis/vulgar) serta ketidakpatuhan penempatan iklan produk kesehatan
reproduksi/kontrasepsi dewasa di luar jam siar yang ditentukan. Ini menunjukkan
bahwa pengawasan KPI Pusat bersifat multidimensional dan tidak mengendurkan
pengawasan terhadap medium audio murni.

F. Efektivitas Instrumen Pencegahan (Surat Edaran)

KPI Pusat secara konsisten menggunakan instrumen non-sanksi berupa Surat
Edaran (SE) sebagai mekanisme mitigasi risiko operasional:

1. SE Ramadan 2025 (25 Februari 2025): Berhasil menekan angka pelanggaran
krusial pada bulan Maret-April. Melalui regulasi ini, stasiun TV dipaksa
melakukan kurasi ketat terhadap pengisi acara (menghindari artis kontroversial,
pakaian ketat, dan komedi fisik yang mendiskreditkan fisik seseorang).

2. SE Hari Raya Nyepi (Maret 2025 & Maret 2026): Menunjukkan konsistensi
regulasi multi-tahun dalam menjaga stabilitas sosial, toleransi budaya, dan
penghormatan hukum lokal di Provinsi Bali. Kepatuhan 100% lembaga penyiaran
terhadap edaran ini membuktikan bahwa penyiaran nasional sangat patuh pada
isu-isu sosial-keagamaan makro, namun rentan bocor pada isu komersial mikro.

G. Proyeksi Tahun 2026: Sinyal Kepatuhan Dini

Memasuki awal tahun 2026, data menunjukkan dua kasus penting: sanksi
terhadap program humor "Just For Laughs GAGS" di Kompas TV (27 Januari 2026)
dan program talkshow politik/sosial "Rakyat Bersuara” di iNews TV (16 Maret 2026).
Sanksi terhadap Rakyat Bersuara menunjukkan bahwa dinamika penyiaran di tahun
2026 mulai bergeser dari masalah etika kesusilaan drama menuju ke masalah etika
penyiaran publik, netralitas, dan potensi kegaduhan informasi pada program
diskusi interaktif live.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap data sanksi administratif dan
kebijakan kuratif Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2025 hingga kuartal
pertama 2026, dapat disimpulkan bahwa industri penyiaran nasional di era digital multi-
channel berada dalam kondisi "kepatuhan transaksional". Tekanan ekonomi akibat hiper-
kompetisi dengan media digital dan platform Over-The-Top (OTT) mendorong korporasi
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penyiaran konvensional melakukan tindakan berisiko (calculated risk) yang menerobos
batas regulasi P3SPS demi mempertahankan rating dan belanja iklan (ad-spend).

Potret pengawasan menunjukkan bahwa KPI Pusat telah mengoperasikan instrumen
pengawasannya secara maksimal, adil, dan multidimensional baik pada media televisi
maupun radio. Instrumen preventif berupa Surat Edaran (seperti SE Ramadan dan SE
Nyepi) terbukti efektif dan dipatuhi secara absolut (100%) oleh industri penyiaran ketika
menyentuh sentimen sosial-keagamaan makro. Namun, terdapat tantangan struktural
berupa regulatory gap karena UU Penyiaran yang usang belum mampu menjangkau
ranah media baru/digital, yang pada akhirnya memicu asimetri regulasi. Guna menjaga
keberlanjutan industri yang sehat, direkomendasikan bagi lembaga penyiaran untuk
mengintegrasikan teknologi pemantauan otomatis berbasis kecerdasan buatan (Al early
warning system) pada ruang kendali utama (Master Control Room) dan menegakkan
pemotongan KPI finansial internal yang tegas bagi tim produksi yang melanggar hukum.
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